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ABSTRAK

Putusan MK No. 14/PUU-XI1/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014
merupakan gagasan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada pemilu
2019. Dalam Islam yang dikatakan Pemilu adalah cara untuk memilih wakil
rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah).
Berdasarkan latar belakang di atas adapun yang menjadi rumusan
permasalahan: pertama, kedudukan pemilu serentak dalam perundang-
undangan pasca Putusan MK No. 14/PUU-XI1/2013, kedua, pertimbangan
hakim tentang pemilu serentak dalam Putusan MK No. 14/PUU-X1/2013,
ketiga, pandangan hukum Islam mengenai kedudukan pemilu serentak
pasca Putusan MK No. 14/PUU-XI1/2013. Metode penelitian yang
digunakan berupa penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan putusan, menggunakan data sekunder
yang berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil
pembahasannya, yaitu: pertama, Kedudukan pemilu serentak diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
dalam Pasal 167 ayat (3) untuk menidaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 14/PUU-XI1/2013. Kedua, dasar pertimbangan hakim
dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI1/2013 tentang pemilu serentak ialah:
Penyelenggaraan Pemilihan Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang
bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, vyaitu sistem
pemerintahan presidensial, dari sisi original intent dan penafsiran
sistematik, dan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak akan
lebih efisien. Ketiga, menurut ajaran Islam, Pemilu merupakan salah satu
implementasi prinsip “kedaulatan rakyat”, dimana kekuasaan tertinggi
Negara Indonesia ini ada di tangan rakyat. Adapun saran dalam penulisan
skripsi ini: pertama, diharapkan MPR mengamandemen UUD 1945 Pasal
22 E tentang Pemilihan Umum menjadi Pemilu serentak . Kedua, Peraturan
KPU No. 14 tahun 2019 untuk lebih tegas dalam menetapkan peraturan dan
mempersiapkan teknis Pemilu, agar prosedur pemilihan umum serentak di
tahun 2024 lebih terintegrasi, holistik, dan komprehensif..
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